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Menimbang  : a. bahwa dalam rangka peningkatan penanaman modal 

dan percepatan pelaksanaan berusaha di Kawasan 

Ekonomi Khusus yang dapat menunjang 

pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan 

ekonomi di wilayah tertentu untuk meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 30 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 35 

ayat (2), Pasal 36, Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), 

Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 

46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, telah 

ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 

2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan 

Ekonomi Khusus; 

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 

tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi 

Khusus tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan 
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kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu 

diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas 

dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus; 

  

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang 

Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS DAN 

KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat 

KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi 

perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 

2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat 

nasional untuk menyelenggarakan KEK. 

3. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat 

provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam 

penyelenggaraan KEK. 

4. Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan 

yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan 

Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.  

5. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang 
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berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk 

menyelenggarakan kegiatan usaha KEK. 

6. Pelaku Usaha adalah perusahaan berbadan hukum, 

tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan 

yang melakukan kegiatan usaha di KEK. 

7. Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta rantai 

produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK dan 

ditetapkan oleh Dewan Nasional. 

8. Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar Kegiatan 

Utama di KEK. 

9. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik  bergerak maupun tidak bergerak, 

baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 

dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

10. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara 

diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi 

Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya 

berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.  

11. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas 

tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau tempat 

lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang 

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

12. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan 

Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap 

barang yang diimpor. 

13. Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap 

berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk 

kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru 

maupun perluasan dari usaha yang telah ada.  

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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perpajakan. 

15. Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau 

Pajak Penghasilan Pasal 22. 

16. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya 

disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan 

Bebas dan Tempat Penimbunan Berikat. 

17. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk 

persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau 

komitmen. 

18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 

19. Izin Komersial atau Operasional adalah izin Komersial 

atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik. 

20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 

21. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 

Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah. 

22. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah. 

23. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak 
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Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah. 

24. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara 

Indonesia. 

25. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat 

pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos 

lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk 

dan keluar Wilayah Indonesia. 

26. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui 

pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian 

teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan 

Undang-Undang tentang Keimigrasian. 

27. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa 

adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat 

yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau 

di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi 

Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah 

Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin 

Tinggal. 

28. Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang selanjutnya 

disingkat dengan VKSK adalah Visa Kunjungan atas 

kuasa Direktur Jenderal Imigrasi yang diberikan 

kepada Warga Negara Asing pada saat tiba di wilayah 

Indonesia.  

29. Visa Tinggal Terbatas adalah Visa Tinggal Terbatas bagi 

mereka yang bermaksud untuk menanamkan modal, 

bekerja, melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, 

mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan 

penelitian ilmiah, menggabungkan diri dengan suami 

dan atau orang tua bagi istri dan atau anak sah dari 

seorang Warga Negara Indonesia. 

30. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang 

Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar 

Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. 

31. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan 


